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TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a

BUPATI PURWORE.JO

bahwa pangan merupakan kebutuhan pokok vang
harus dyaga ketersediaannya guna menjamin
kelangsungan hidup manusia,

b bahwa untuk menmgkatkan penyediaan pangan

bagl masyarakal guna mengantisipas: terjadinya
kekurangan pangan akibat keadaan darurat,
bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak
harga pangan, maka Pemerintah Daerah periu
melakukan pengelolaan cadangan pangan,

¢ bahwa untuk melakukan pengelolaan cadangan

pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
Pemerintah Daerah memerlukan landasan hukum
berupa Peraturan Bupati,

d bahwa berdasarkan pertmbangan sebagaimana

1

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢,
perlu  menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Cadangan Pangan,

Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propins: Jawa Tengah;
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3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemenntahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesma Nomor 4437),
sebagaimana telah dwbah beberapa kali, terakhur
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
Daecrah (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 4844,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5360],

Peraturan Pemenntah Nomer 68 Tahun 2002
tentang Ketahanan Pangan ([Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4254),

MEMUTUSKAN
Menetaplkkan PERATURAN  BUPATI TENTANG  PENGELOLAAN
CADANGAN PANGAN
BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang chmaksud dengan
1 Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

2. Pemermtah Daerah adalab Bupati dan Perangkat Daerah sebaga

unsur penyelenggara Pemenintahan Daerah
3 Bupauo adalah Bupatt Purworejo
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12.

13

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjatnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworeje
Ketahanan Pangan adalah kendisi terpenuhinya pangan bag rumah
tangpa yang tercermun dan tersedianya pangan yang cukup, bak
jurnlah maupun mutunya, aman, merata dan terfangkau

Pangan adalah segala sesuahi berasal dan sumber hayat: dan air,
baitk yang dielah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai
makanan atau minuman bagl konsums: manus:a, termasuk bahan
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lan yang
digunakan dalam proses penylapan, pengolahan dan/atau
pembuatan makanan stau munuman

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang
selanjutnya disebut cadangan pangan adalah persediaan pangan
yang dikuasal dan dikelola oleh pemenntabh Kabupaten Purworejo
melalu SKPD/Instans: yang menangan: ketahanan pangan dan
akan disalurkan kepada masyarakat yang mengalam kekurangan
pangan, menghadapt keadaan darurat, bencana alam, bencana
sosial dan atau gejelak harga pangan

Keadaan darurat adalah keadaan knws bdak menenm yang
dinyatakan oleh pemenntah pusat dan/atau Pemerintah Daerah,
mengancam kehidupan sesal masvarakat yang memerlukan
tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur hasa

Bencana alam adalah penstiwa atan rangkaian peristwa vang
mengancam dan  mengganggu  kehidupan dan  penghidupan
masvarakat yang disebabkan, oleh faktor alam sehingga
mengalabatkan tmbulnya korban pwa manusia, kerusakan
Imgkungan, kerugpan harta benda, dan dampak paikologis

Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian penstiwa yang diakibatkan oleh manusia vang
mehputt konfhik sostal antarkelompok atau antarkomunitas
masyarakat, dan teror

Rawan Panpgan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau
rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya
tidaic cukup untuk memenuhn standar kebutuhan fiswlogis bag
pertumbuhan dan kesehatan masyarakat

Rawan Pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah
dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuh kebutuhan
pangan nunimiim

Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondis: adanya ancarnan
terhadap kecukupan dan kKetersediaan pangan sebagar alabat dart
bencana yang berdampak luas dan bdak dapat segera diatas:



14 Gejolak harga pokok (beras] adalah kenaikan harga pangan pokok
(beras) yang di ungkat pasar mencapar 25% (Sepuluh Persen) atau
letnh dan harga normal paling sedikat 1 (Satu) muinggu dan atau
dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/ atau rawan pangan
yang tidak menenma beras muslan

15 Beras Miskin vang selanputnya dapat dismgkat Raskin adalah
scbuah program bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh
Pemermntah Indonesia berupa perjualan beras di bawah harga pasar
kepada penerimna tertentu

16 Pengelolaan Cadangan Pangan Daersh adalah upsya yang
dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengelolafmendistribusikan
beras sebagal cadangan pangan dan dikelola oleh Satuan
Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyal tugas dan fungs: di
bidang ketahanan pangan

17 Tim Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan Daerah adalah Tim
vang dibentuk oleh Pemenntah Daerah yang bertugas membantu
Pemenintabh Daerah menyalurkan Cadangan Pangan Daerah o
Kabupaten Purworgjo

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Pengelolaan cadangan pangan dimaksudkan untuk mendukung
penyediaan pangan bag masyarakat yang mengalamm kekurangan
pangan, menghadam keadaan darurat, bencana alam, bencana

sosiad dan ataw geyolak harga pangan

(2) Pengelclaan cadangan pangan bertuyuan

a. menngkatkan penyediaan pangan bagi masyvarakat miskin
dan/fatau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien
untuk memjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan
anitar daerah,

b memenul kebutuhan pangan rumah tangga muskin dan/atau
rawan pangan vang mengalami keadaan darurat dan kerawanan
pangan pasca bencana,

¢ memngkatitan akses pangan rumah tangga miskin danfatau
rawan pangan akabat gejolak harga



BAR HI
SASBARAN
Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan adalah rumah tangga rmskin

dan/atau rawan pangan yang mengalam
a kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadassn darurat,

b perubahan gejolak harga yang sigmfikan dengan kenaikan lebith dant
10% (Sepuluh Persen) dan harga normal selama paling sedikit 1
{Satu) minggs,

¢ rawan pangan transien khususnya pada dacrah terisolr dan/atau
dalam kondis: darvrat karena bencana maupun masyarakat rawan
pangan kronis karena kemislanan

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

(1) Pembuavaan uniuk Kegiatan pengelolaan cadangan pangan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerash
Kabupaten Purworejo.

{2) Kegiatan pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mehputi pengadaan cadangan pangan dan kegiatan
pendukung berupa dentifikas, venifikas:, penyaluran, pelaporan,
heonor um pelaksana dan segala biaya operasional untuk kegatan
pengelolaan cadangan pangan.

{3) Dana untuk pembiayaan pengadsan cadangan pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), palng sedilat untuk
pemenuhan cadangan pangan sebanyalk 100 {Seratus) ton ekuivalen
heras



BAB V
ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 5

(1) SKPD yvang membidangm ketahanan pangan, ditugaskan sebaga:
Pengelola Cadangan Pangan Daerah.

{2} Pengelola Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, bertanggungjawab terhadap pengelolaan, pengendahan
dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengeloaan cadangan
pangan ch Daerah.

{3} Pengelola Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunya wewenang sebagar benkut

a

membentuk Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah yang

melibatkan unsur dan SKPD yang membidang urusan Sosial,

Perencanaan Pembangunen Daerah, Pengawasan Daerah,

Penanggulangan Bencana dan Pertarnan serta SKPD/

mstanst lan yang terkait dan relevan dengan kegatan

penigelolaan cadangan pangan,

melakukan  koordinasi  dan  sinkromisast  dalam hal

perencanaan dan pelaksanaan kegatan pengembangan

cadangan pangan dengan instansi terkait di Daerah guna

memadukan berbagm kegatan untuk meningkatkan efisienst

dan efektivitas dalam pelaksanaannya,

menyelenggarakan pertemuan dengan Tim  Pelaksana

Cadangan Pangan Daerah secara rutin untuk membahas

kendala-kendala yang dihadap dalam hal -

1 pencairan dan pemanfaatan dana pengadaan cadangan

ngan;

2 Ecan{gi?stribuxmn, dan

3 peningkatan kemampuan dan keteramplan aparat dalam
melakukan pengelolaan cadangan pangan.

melaporkan kepada Bupati terhadap pelaksanaan kegpatan

pengelolaan cadangan pangan dengan tembusan kepada

kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah,

menyusun dan mengajukan usulan Anggaran untuk

pengadaan, recovery cadangan pangan, operasional kegatan

pengelolaan dan  lam-lain  kepada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

(4) Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerash mempunya tugas dan
tanggung jawab sebaga benkut

a melakukan identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah

tangga sasaran penerima distribusi cadangan pangan dalam hal

kegiatan penyaluran cadangan pangan dilaksanakan atas
perintah Bupati (Top Down);
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(1)

(2)

(3}

b melakukan venfikas: terhadap lokas: sasaran dan rumah tangga
sasaran penenma distnbusi cadangan pangan dalam hal
kematan penvaluran cadangan pangan didaksanakan atas
usulan kecamatan {Bottom Up},

c. membenkan rekomendas: untuk penetapan lokasi sasaran yang
sudah dudentifikasi dan/atau diverifikas: yang akan menenma
bantuan cadangan pangan kepada kepala pengelola cadangan
pangan,

d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran cadangan
pangan kepada Bupati melahn nstansi yang menangam
ketahanan pangan,

e menyelesaikan masalah pelaksanaan kegiatan pengelolaan
cadangan pangan dalam hal
1 pencaran dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan

pangan, dan
2 penyaliran cadangan pangan

BAB V1
MEKANISME PENYEDIAAN

Pasal &

Pengadaan cadangan pangan Daerah, khususnva untuk beras

dilaksanakan dengan ketentuan sebagal berkut

a pengadaan cadangan pangan harus bersumber/ berasal dan
produks dalam negen,

b kualitas beras untuk cadangan pangan harus rmemenubn syarat
kuahtas mediumn dengan kadar aiwr paling tingg 14 % (Empat
belas Persen}, buur patah paling nngm 20% {Dua puluh Persen),
kadar memr paling tinggm 2% [Dua Persen) dan derajat sosch
paling sechlut 953% {Sembilan puluh lima Persen),

¢ harga Perluraan Sendin (HPS) dalam pengadaan cadangan
pangan mengacu kepada Harga Pembehan Pemenntah (HPP);

pengadaan cadangan pangan disesuatkan dengan rencana
penggantian dan penyegaran cadangan pangan agar jumlah dan
muiu sesual dengan standar yang berlaku

Penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana
g::fﬁsud pada ayat (3], dilakanakan dengan Kketentuan sebagat
t
a cilakukan secara penodik sesuar daya sumpan dan besaran
Jumlah yang disalurkan;
b pengadaan bahan pangan diutamakan bersumber/ berasal dan
produksi setempat
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BAB VII
MEKANISME PENYALURAN
Pagal 7

{1} Penyaluran cadangan pangan dilakukan dengan mekanisme yang
sesua1 dengan kondisi wilayah dan rumah tangga serta tdak
merugikan konsumen dan produsen

{2} Penyaluran cadangan pangan dilakukan sesua dengan kond:st dan
kebutuhan untuk penanganan keadaan darurat, bencana alam,
bencana sesial dan/atau gejolak harga pangan

(3) Tekms penyaluran cadangan pangan untuk kebutuhan
sebagaimana ¢hmaksud pada ayat [(2), diatur lelmh lamut oleh

kepsala pengelola cadangan pangan

{#) Mekamsme penyaluran cadangan pangan diatur sebagar benkut
a Penyaluran Cadangan Pangan yang dilaksanakan atas Perintsh

Bupatl {Top Down)

1 Bupat memenntahkan Pengelola Cadangan Pangan Daerah
untuk menyalurkan beraz cadangan pangan bagi rumah
tangga yang mengalarm kerawanan pangan transien, bencana
alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga,

2 Tun Pelaksana Cadangan Pangan Daerah melakukan
wentifikas: untuk mendapatkan informas: tentang jumlah
rumah tangga dan lokasi sasaran penenma bantuan cadangan
pangan sebagaimana penntah Bupat,

3. hasil ulentifikas: sebagammena dimaksud pada angka 2,
disampaikan Pengelola Cadangan Pangan Daerah dengan
dilampin data dan informas: sebaga berikut
a) jumlah rumah tahgga penenma bantuan cadangan pangan,

dan
b} jumlah kebutuhan beras untuk dmsalurkan,

4 Pengelola Cadangan Pangan Daerah melaporkan hasil
wlentifikasi Tun Pelaksana Cadangan Pangan Daerah kepada
Bupat dan memmta persetijuan untuk penyaluran cadangan
pangarn;

5 penyaluran cadangan pangan dilaksanakan sesua jumlah
rumah tanggs sasaran dan gudang sampm dengan Kantor
Kepala Desa/ Kepala Kelurahan sebagm titik bag,

6 iaya penyvaluran/biaya angkut bantuan beras sebagm
cadangan pangan dan gudang sampei ttk bag penyaluran
ditanggung oleh Pemerntah Daerah,



7 Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah bertanggung jawab

dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan
pangan dan gudang sampar dengan rumah tangga sasaran,

» Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah membuat Benta

Acara Serah Ternma [(BAST) bantuan kepada rumah tangga
sasaran, vang diketahu oleh Camat dan Kepala Desa/ Kepala
Kelurahan setempat,

9 yjumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat

disesuaikan dengan kebutuhan dan mdeks 276,33 {(Dua ratus

tujuh puluh enam koma tiga tiga) gratn per han untuk pahng
lama 60 (Enam puluh} hari dan/atan sesum dengan hasil

nvestigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten

b Penyaluran Cadangan Pangan yang dilaksanakan atas Usulan
Kecamatan {Bottom Up)

1

Camat mengusulkan kepada Bupat: melalin Penpgelola Cdangan
Pangan untuk dapat disalurkan cadangan pangan bag rumah
tangga vang mengalam: kerawanan pangan transien, bencana
alam, bencana sosigl dan/atau gejolak harga,

. Tim Pelaksana Cadangan Pangan Dacrah melakukan venfikast

rumah tangga sasaran penenma bantuan cadangan pangan

scbagaymana dmsulkan oleh: camat calon penenma bantuan

cadangan pangan,

hasil venfikas:1 sebagaimana dumaksud pada angka 2,

cdisampaikan kepada Pengelols Cadangan Pangan, dengan

dilarnpirt data dan mformas: mengena

a) jumlah rumah tangga penenma bantuan cadangan pangamn,
dan

b) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan,

. Pengelola Cadangan Pangan melaporkan hasil venfikas: Tim

Pelaksana Kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan
untuk penyaluran cadangan pangan,

. penyalkuran cadangan pangan dilaksanakan sesua jumlah

rumah tangga sasaran dan gudang sampa: dengan Kantor
Kepala Desa/ Kepala Kelurahan sebaga: nuk bag,

6. Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah bertangpung jawab

dalam mengupayaktan kelancaran penyaluran cadangsn
panpan dan gudang sampai dengan rumah tangga sasaran;
Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berta Acara Serah Terima
(BAST) bantuan kepada rumah tangpa sasaran, yang diketabu
oleh Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat,

. naya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai

cadangan pangan dan gudang sampa: tittk bag penyaluran
ditanggung oleh Pemenniah Daerah;

9 jumiah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat

disesuatkan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 (Dua ratus
tujuh puluh enam koma tga tiga) gram per han untuk palng
lama 60 {enam puluh) han dan/atsu sesum dengan hasil
investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten
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(1)

(2)

(3}

(1)

{2)

(1)

(2}

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Pagal 8

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, tepat waktu
dan benjemjang sesua dengan tahapan kegiatan pengembangan
cadangan pangean sehingga dapat diambil suatu tundakan korektf
sesuat dengan perencanaan yang telah ditetapkan

Evaluas) kegatan dilakukan setiap semester yang bertujuan untuk
menila: hngkat keberhasilan kegiatan sesuai dengan indikator yatg
telah ditetapkan

Pemantauan dan evaluas: dilaksanakan oleh semua pihak yang
terlibat dalam kegiatan, yang mencakup
a pengadaaan dan penyumpanan cadangan pangan
b. pendistnbusian cadangan pa.ngan kepada rumah tangga sasaran,
¢ permasalahan yang dihadapt dan upaya penyelesmiannya oleh
Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pengendahan kegiatan pengembangan cadangan pangan dilakukan
oleh Kepala Instansi yang menangam ketahanan pangan dan
Pegjabat Pembuat Komitmen

Pengawasan terhadap pengelelaan cadangan pangan dilaksanakan
oleh Pemenintah melalhul aparat pengawas fungsional dan
pengawasan oleh masyarakat

Pasal 10

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap semester, yang

mencakup.

a kemajuan pelaksanaan kepatan sesum dengan indikator yang
ditetapkan;

b. permasalahan yang dihadap dan penyelesmannya, dan,

¢ perkembangsn dan penguatan cadangan pengan Pemenmntah
Daerah

Pelaporan  pelaksanaan  pengembangan cadangan pangan
disampaikan oleh Pengelola Cadangsn Pangan Daerah kepada
Bupati dengan tembusan Kepala Satuan Kena/Instansi yang
menanganm ketahanan pangan Provinm Jawa Tengah den Kepals
Badan/Instansi yang menangam ketahanan pangan pada
Kementerian Pertanian
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupafi 1im mula berlaku pada tanggal dundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memenniahkan pengundangan

Peraturan Bupati i dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo

Ditetapkan di - Purworejo
pada tanggal . 24 April 2014
BUPATI PURWOREJO,
TTD
MAHSUN ZAIN

Duundangkan di Purworejo
pada tanggal + 24 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
rmn
TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN2014NOMOR 12 SERI E NOMOR 10



